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KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013-2017 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara, Pengurusan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, maka evaluasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

pelaksanaan RPJMD; 

b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan capaian sasaran 

Tahunan RPJMD tanpa mengubah target capaian sasaran 

akhir, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyelarasan Dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun 2013-2017; 

1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 

1958 Nomor 11  l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 

Maluku Tenggara jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran 

Negara Tahun 20/3'9)or 174, Tambahan L embaran Negara 

Nomor 3696); /M8 
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3. Undang-Unidang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian 
Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tam6ahan 
Lembaran Negara Nomor 4350); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negera (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negera Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4275); 
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
J 

(Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5679); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembar Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara 3137); 

13. Peraturan Peme.rintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomy 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

MK 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); % 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana - 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4833); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 3); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
t 

2008 tentang Tahapan, Tata. Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 

23. Peraturan Oaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Tahun 

2007 Nomor 59); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembar 

Daerah 7r.}}2 Nomor 107); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013­ 

2017 (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 159); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG 
PENYELARASAN DOKUMEN RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013-2017. 

BAB 1 
� 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN 

adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD 

Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari rencana pola 

ruang dan struktur ruang Kabupaten Maluku Tengah. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk p.eriode 5 (1ima) tahun. 

1 1 .  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen 

. perencanaan 8•7r Daerah untuk periode 1 {satu) tahun. 
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13. Anggaran Pendapatan Dan Bel~nja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah 
$$ 

14. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. 

15. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

16. Strategi, adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, 

analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan 

program. 

17. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

tujuan. 

18. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 

20. Indikator Kinerja adalah alat ukur sepesifik secara kuantitatif clan/ atau kualitatif untuk 

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan 

tingkat capaian kinerja suatu program. 

21. Kerangka pendanaan adalah program/ kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran 

hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/ daerah, 

sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 

22. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, akses terhadap pengembilan kebijakan, berdaya saing, maupun 

peningkatan indeks pembangunan manusia. 

23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolok ukur kinerja 

daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. 

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah 

forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 

BAB II . 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud penetapan RP.JMD adalah 

a. Untuk menjabarkan Visi, Misi Bupati Maluku Tengah ke dalam perencanaan lima 

tahunan; 

b. Untuk memberikan arahan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh 

pemangku kepentingan. 

A.k 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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(2) Tujuan penetapan RP.JMD adalah untuk; 

a. Menetapkan visi, misi pembangunan jangka menengah daerah; 
b. Menetapkan pedoman penyusunan RENSTRA, RKPD, RENNA SKPD dan 

perencanaan penganggaran; 
c. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

$$ 

daerah dalam 

BAB III 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah merupakan : 
a. Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan 

RPJPD;dan 

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh 

komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan. 

BAB IV 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

Sistematika RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017, disusun sebagai berikut 

BAB 1 :  

BAB 2 :  

BAB 3 :  

B AB 4 :  

B AB 5 :  

B AB 6 :  

B AB 7 :  

BAB 8 :  

B AB 9 :  

PENDAHULUAN. 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN. 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN. 

INDIKASI PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF. 

PENETAPAN INDIKA TOR KINERJA DAERAH. 

BAB 1 0 :  PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN. 

"7 
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BAB V 

ISI RPJMD 

Pasal 5 

Sistematika RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pas~l 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Diundangkan di Masohi 

pada tanggal 

l SEKERT 
ABUPATEN ALU UTENGAH, 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 3 li 20t7 

+ATI MALUKU TENGAH, +-� 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR . . . . . . .  


